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Menimbang

Mengingat

PERATURAN DESA KEMANTREN
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMANTREN

TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMANTREN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan
Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang periu menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kemantren Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

1.

10.

1.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 fentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor
35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber
Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Nomor 14/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 15/E);

. =



Memperhatikan

Menetapkan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggara
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembara
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusuna

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahu
2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggara
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembara
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);

Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA KEMANTREN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ,
DESA KEMANTREN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemantren Tahun Anggaran 2013 sejumla
Rp. 2.162.550.000,- ( Dua Mityard Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Rib
Ratus Rupiah ).

Pasal 2

Jumiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dar

a. Pendapatan Rp. 2.162.550.000
b. Belanja

1) Langsung Rp. 1.912.435.500

2) Tidak Langsung Rp.  250.114.500
¢. Pembiayaan

1) Penerimaan RP. oo

2) Pengeluaran Rp. 2.162.550.000

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaiman:
dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenal teknis pelaksanaan dalam Peraturan Ini, diatur lebih lanjut dengai
Peraturan Kepala Desa.
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kemantren
Pada tanggal, Pebruari 2013
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Nomor ~ : 01 Tahun 2013
Tanggal : 28 Pebruari
Tentang : Anggaran Pendapatan dan

' Belanja Desa Kemantren
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN

TAHUN ANGGARAN 2013
TAHUN TAHUN KET
REKENING URAIAN SEBELUMNYA | BERJALAN
1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
1] (1.1.144.1.241.1.3+44.1.4+1.1.5) 1.955.300.000 | 2.162.550.000
11,1 Hasll Usaha Desa 42.000.000 12.000.000
1,1,1,1 Hasil dari Pemakalan Jalan Desa 40,000,000 10,000,000
1,1,2 | Hasll Pengelolaan kekayaan Desa
1,1,2.1 Tanah Kas Desa
11,21,1 | Sewa Bengkok Kepala Desa
11,212 | Sewa Bengkok Perangkat Desa
11,213 | Obyek Rekreasi 2,000,000 2,000,000
1,1,3 | Hasll Swadaya dan Partisipasi 25.500.000 |- 274.000.000
1,131 sumbangan dari para Pengusaha 10,000,000 10,000,000
1,1,3,2 luran Natura Swadaya
1.1.33 Swadaya penunjang ADD dan Bansun 7.000.000 4.000.000
11,34 Swadaya penunjang jalan Poros 5.000.000 5.000.000
1.1.35 Swadaya Pensertifikatan Tanah desa ' 3.500.000 |  255.000.000
1.1.4 | Hasll Gotong Royong 0 2.500.000
1.1.4.1 Nitai Gotong Royong 0 2.500.000
1,1,5 | Lain - lain PAD yang sah 1.569.500.000 | 1.589.500.000
1,151 Administrasi Surat - surat 2,000,000 2.000.000
1,156,2 Administrasi NTCR 7,500,000 7,500,000
1.1.563 Leges Administrasi Jual beli tanah _ 10.000.000 80.000.000
1.1.54 Hasil Amal Jariyah 1.550.000.000 { 1.500.000.000
1,2 | Bagi Hasll Pajak 5.000.000 5.000.000
1,21 Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota ' 0 0
1,21,1 Intensifikasi PBB 5.000.000 5.000.000
1,3 | Bagl Hasll Retribusi 26.700.000 30.000.000
1.3.1 Retribusi pasar Desa 26.700.000 30.000.000
- | Baglan Dana Perimbangan Keuangan Pusat
1,4 | dan Daerah 107.000.000 47.000.000
1,4,1 Alokasi Dana Desa ( ADD ) 41,500,000 41,500,000
1411 Bantuan Pembangunan Dusun 5,500,000 5,500,000
14,1,2 Bantuan Pembangunan Jalan Poros 35,000,000 0
1,413 Bantuan BKD 25,000,000 0
Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,
1,5 | Kabupaten/Kota dan Desa lalnya 100.000.000 75.000.000
1,5, Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat 100,000,000 76,000,000 | PNPM
1,5,2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinst
1,5,3 | Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota 96.300.000 | 117.550.000
1,531 TPAPD Kepala Desa, 10.200.000 10,200.000
1,5,3.2 TPAPD Perangkat Desa . 79,200,000 79,200,000
1,5,3.3 TP Ketua BPD : 4.400.000 600.000
1,534 TP_Wakil Ketua BPD - -660.000
1,535 TP Anggota BPD - 4.500.000




1 2 3 4
1636 Puma Bhakti Perangkat Desa Lainnya 0 2,000,000
1,537 Asuransi Kepala Desa 1.000.000 1.000.000
1,5,3.8 Bantuan Program E-KTP 1.000.000 0
1,539 Bantuan RT 0 7.500.000
1,5,3.10 Puma Bhakti BPD 0 5.500.000
1.5.3.11 Bantuan Pemilihan Kepala Desa 0 6,500,000
1,93.12 Bantuan Pembentukan BPD 500,000 0

1.5.4 | Bantuan Keuangan Desa lainnya:

15.4.1 Bantuan Keuangan Desa Lainnya 0 0

1.6 Hibah

1.6.1 Hibah dari Pemerintah Pusat

16.2 Bantuan Keuangan Desa ( BKD )

1.6.2 Bantuan dan hibah dari Pemerintah Propinsi

1.6.2.1 Bantuan Keuangan Desa lainnya

1.6.3 Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota

1.6.3.1 Pembangunan Jembatan

1.6.3.2 Pembangunan Jalan desa

1.6.3.3 Pembangunan Plengsengan

164 Hibah dari kelompok Masyarakat Perorangan

1.6.5 Sumbangan pehak ketiga 10.000.000 10.000.000

1.6.5.1 Sumbangan pehak ketiga 10.000.000 10.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 1.955.300.000 | 2.162.550.000
(1,141,2+1,3+1,4+1,5+1,6+)




UL PR N e

“TAHUN - TAHUN
KODE SEBELUMNYA | BERJALAN
ANGGARAN URAIAN (Rp) (Rp) KET
1 _2 3 4 6
BELANJA “
2,1 | Belanja langsung ( 2.1.1+2.1.2+2.1.3 ) 1.748.908.000 | 1.912.435.500
2,11 Belanja Pegawai / Honorarium 80.944.000 97.378.000
21,11 Honorarium Petugas Pemungut Dana 2.600.000 2.860.000
2112 Honorarium petugas kebersihan 2.400.000 2.640.000
2113 Honorarium Kader Posyandu 0 2.340.000
2114 Honorarium 30 RT, § RW 18.900.000 20.780.000
21158 Honorarium Perangkat Desa lalnnya 16.620.000 18.282.000
21,16 Honorarium LPM 11.664.000 | 12.830.000
2117 Honorarium BPD 15.840.000 17.424.000
2118 Honorarium Kepala Desa 7.920.000 8.712.000
21.1.9 Honorarium Petugas PBB 5.000.000 5.000.000
2.1.1.10 Biaya Pemilihan Kepala Desa 0 6.500.000
21,2 Belan/a Barang / Jasa 3.500.000 6.000.000
12,1,2,1 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000 6.000.000
21,211 Perjalanan Dinas Kepala Desa 1.500.000 2.000.000
21,212 Perjalan dinas Perangkat Desa 1.000.000 1.500.000
21213 Perjalan Dinas LPM 0 1.000.000
21214 Perjalanan Dinas BPD 1.000.000 1.500.000
21,22, Belanja Bahan / Material 1.664.464.000 | 1.809.057.000
(21,221 Belanja ATK 1.500.000 2.000.000
21222 Belanja Peralatan Kantor §.000.000 5.000.000
21223 Pemeliharaan Kantor/Balal Desa 6.000.000 8.000.000
21224 Pembayaran rekening Listrik 3.714.000 4.000.000
21,225 _Biaya Pensertifikatan Tanah Desa 3.500.000 | 252.247.500
21226 Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua) 200.000 1.000.000
21227 Belanja bahar/material Bandes 29.050.000 26.050.000
2,1,228 Belanja Bahan/Material Bansun 5.500.000 5.500.000
21229 Belanja material Jalan Poros 35.000.000 0
21,2210 Belanja bahan/Material jalan poros ( BKD) 25.000.000 0
21,2211 Belanja Msja dan kursi untuk Posyandu 0 700,000
2.1.2.2.12 Belanja Kursi plastic 24 buah 0 1.660.000
2.1.2.2.13 Blaya rapat
21.2.2.14 Belanja bahan/material Pembangunan Masjid 950.000.000 | 1.150.000.000
Belanja Bahan/Material Pembangunan
2.1.2.2.18 Sekolahan €00.000.000 360.000.000
213 Belanja Modal
2.1.3.1 Belanja Modal Tanah
2.1.3.2 Belanja Modal Jaringan listrik/air
Belanja Tidak
22 | Langsung(2.2.142.2.2+2.2.3+2.2,3+2.2.5 ) 226.274.000 | 2560.114.800
2.2.1 Belanja Pegawal/penghasilan Kepala Desa 11.200.000 11.200.000
[ 2.2.1.1 Belanja penghasilan Bengkok Kepala Desa 0 0
[2.2.1.1.1 TPAPD Kepala Desa _10.200.000 10.200.000
22.1.1.2 Asuransi Kepela Desa 1.000.000 1.000.000
222 Belanja Pegawal/Penghasilan Sekdes 1.224.000 2.400.000
22121 Tunjangan kinerja Sekdes 1.224.000 _2.400.000
221,22 TPAPD Sekdes Non PNS 0 0
221,23 Uang Duka Sekdes 0 0
223 Belanja Pegawal/Perangkat Desa lainnya 79.200.000 | - 81.200.000
2.2.3.1 Hasil sewa bengkok perangkat Desa lainnya 0 0 . 0
2232 TPAPD Perangkat Desa lainnya 79.200.000 81.200.000




2.24 Belanja Pegawai/penghasilan tetap BPD 4.400.000 5.650.000
2,241 Tunjangan Ketua BPD 4.400.000 600.000
2,242 tunjanganWakil Ketua BPD 0 550.000
2,243 Tunjangan Anggota BPD 4.500.000
225 | Belanja Hibah
2251 Dari Pemerintah Pusat 100.000.000 75.000.000
2252 Dari Pemerintah Propinsi 0 0
2.2.53 PNPM Mandiri Perkotaan 100.000.000 75.000.000
226 Belanja Bantuan Sosial 2.800.000 17.400.000
2.26.1 Kegiatan PHBI 2.000.000 2.000.000
2.26.2 Pembinaan Perangkat Desa 0 5.000.000
2.26.3 Pembinaan Anggota LPM 0 4.000.000
2264 Pembinaan Anggota BPD 0 5.000.000
2.26.5 Dana Baziz 600.000 1.200.000
2.26.6 Dana Lomba Desa 200.000 200.000
227 Belanja Bantuan Keuangan 12.000.000 19.500.000
2271 Operasional Pemerintahan desa 650.000 650.000
22.7.2 Operasional LPM 2.000.000 2.000.000
2273 Operasional PKK 3.000.000 3.000.000
2274 Operasional Karang taruna o 1.000.000 1.000.000
2275 Operasional BPD 2.500.000 2.500.000
2276 Operasional PJOK/PJAK 1.800.000 1.800.000
2277 Operasional Posyandu 500.000 500.000
2278 Operasional Linmas 1.000.000 1.000.000
2279 Operasional RT 0 7.500.000
228 Belanja tak terduga 14.450.000 37.764.500
22,81 Keadaan Darurat 14.450.000 37.764.500

JUMLAH BELANJA 1.974.182.000 | 2.162.550.000

ditetapkan di: Kemantren
pada tanggal 28 Pebruari 2013
PALA, DESA KEMANTREN
7A vﬁ\mmaﬁ/ S
/ ::‘/
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN
NOMOR : 188/2.1.../413.323.4.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KEMANTREN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMANTREN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMANTREN,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, maka dipandang periu menetapkan Persetujuan atas
Rancangan Peraturan Desa Kemantren tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Kemantren Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;



Memperhatikan

Menetapkan

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor
6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006
tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006
tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor / );

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2013

Peraturan Desa Kemantren Nomor «./..... Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kemantren membahas
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Kemantren tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMANTREN TAHUN ANGGARAN
2013.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Kemantren Tahun Anggaran 2013.



Pasal 2
Jumiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemantren
Pada tanggal Pebruari 2013




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN
DESA KEMANTREN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KEMANTREN KEC. PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor : 027/ &.¢.. /413.323.4.1/2013
Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Februari Tahun Dua
Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Kemantren Kecamatan Paciran .
Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kemantren perihal Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kemantren Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan
Desa Kemantren mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul
dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kemantren menyatakan
menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemantren
Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kemantren Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai
pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kemantren

1. Kewa LANAS MAHFUDHI | )
2. WakilKetua  : H. MURIBBAT (_ \
3. Sekretaris  : SYUJA'! [ Xﬁ ”
4. Anggota ‘M. MUBIN /{// 7’/
5.Anggota M. AM FAT MUMIT (‘3 '-«k;{"f‘v’ )

B.Anggota - H.MUNIR _,,L;sﬁ&
7. Anggota : ABDULLAH ISKANDAR (M

8. Anggota - H. ASIKIN

9. Anggota +H. ABD. WAHID

10. Anggota : NUR LATHIFAH ( /ﬁl‘ﬁ"’

7
11. Anggota : SYAFT! /147/—




